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Maulita Sofie Ristiansari 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember 
 
 

ABSTRAK 
 
Penelitian ini fokus terhadap penerapan penatausahaan, pengelolaan dan 
pelaporan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bimorejo pada Tahun 2015. 
Penatausahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab 
pemerintah desa kepada publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna 
penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan alokasi dana desa (ADD) di Desa 
Bimorejo. Penelitian ini didukung dengan adanya pengawasan teknis, operasional 
dan evaluasi yang dilakukan Tim Pendamping Kecamatan, Badan Pemberdayaan 
Desa guna membuktikan adanya penerapan akuntabilitas dan transparan dalam 
pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bimorejo. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode observasi terbuka dan wawancara. Sebagai informan penelitian ini 
ada 4 responden yaitu BPM-PEMDES, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara 
Desa. Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penatausahaan, 
pengelolaan dan pelaporan alokasi dana desa (ADD) sudah menerapkan prinsip 
akuntabel dengan indikator partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan 
pedoman yang berlaku. 
 
Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Penatausahaan, Pengelolaan, Pelaporan, 
Akuntabilitas, Transparansi  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ix 

 

ix 

 

Maulita Sofie Ristiansari 

Accounting Majors, Faculty of Economics, Jember University 

 
 

ABSTRACT 
 
This experiment focuses on the application of the administration, management 
and reporting allocation of village funds (ADD) in the village in the year 2015. 
Bimorejo Administration as a form of accountability, presentation, reporting and 
disclose all activities and activities that are the responsibility of the village 
government to the public. This study was conducted to determine the meaning of 
the administration, management, and reporting allocation of village funds (ADD) 
in the village of Bimorejo. This research was supported by the technical 
supervision, operational and evaluation the District Assistance Team, Village 
Empowerment Agency in order to prove the application of accountability and 
transparency in the management of the allocation of funds in the village of Desa 
Bimorejo. The data collection was conducted using an open observation and 
interviews. As the research informants have 4 respondents, BPM-PEMDES, the 
village head, village secretary, treasurer village. This research is descriptive 
analysis with a qualitative approach. The results of this study indicate that the 
application of the administration, management and reporting allocation of village 
funds (ADD) has been applying the principle of accountability to the indicators 
participatory, transparent and responsive in accordance with applicable 
guidelines. 
 
Keywords: Village Fund Allocation, Administration, Management, Reporting, 
Accountability, Transparency  
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RINGKASAN 

 

IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN 

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROSES 

PEMBANGUNAN DESA BIMOREJO KECAMATAN WONGSOREJO 

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015. Maulita Sofie Ristiansari; 

120810301123; 2016; 86 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Jember.  

 
 Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good government) menjadi 

prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan 

bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya pemerintahan 

mandiri dan inovatif sebagai upaya menggali potensi desauntu pemberdayaan  

masyarakat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan 

penatausahaan,  pengelolaan, dan pelaporan dalam mewujudkan ADD yang 

bersifat akuntabilitas dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berlangsung secara 

tepat sasaran. Pentausahan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas 

pengelolaan ADD terhadap masyarakat publik oleh pemerintah. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dari penerapan Penatausahaan, Pengelolaan, dan pelaporan yang apakah sudah 

dilakukan sesuai peraturan yang berlaku  di Desa Bimorejo Kecamatan 

Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. Peneliti memilih lokasi ini 

dikarenakan lokasi penelitian ini merupakan salah satu dari Kecamatan 

Wongsorejo yang merupakan desa pinggiran dan terpencil namun tidak menutup 

kemungkinan melupakan pertanggungjawaban pengelolaan ADDdan salah satu 

desa yang proses pembangunan cukup signifikan, Penelitian ini diharapkan 

memberi manfaat terkait dengan penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan baik 

secara  fisik dalam penerapan akuntabilitas dan transparandi Desa Bimorejo 

Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini berlokasi di Desa 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


xi 

 

xi 

 

Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode wawancara dan observasi kepada responden yang terdiri 

dari BPM-Pemdes, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Analisis 

data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi tehnik, dan triangulasi 

waktu dengan penyajian uji kredibilitas dari hasil data dan wawancara  Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan penatausahaan, pengelolaan, 

dan pelaporan ADD di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo telah memenuhi 

prosedur yang berlaku. Pengelolaan ADD di Desa Kedungrejo dapat dikatakan 

telah cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dari kabupaten. Perencanaan 

pengelolaan ADD diawali dengan mengadakan Musrenbangdes dengan 

melibatkan Badan Pemberdayaan Desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan 

ADD di Desa Kedungrejo telah sesuai dengan proporsi yang diharuskan dalam 

petunjuk teknis, yaitu sebesar 20% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

80% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pembangunan sarana fisik 

dengan ADD tahun 2015 yaitu pavingisasi, perbaikan penahan jalan/Talud, Bedah 

Rumah, dan Renovasi Kantor Desa. Bentuk  pertanggungjawaban penggunaan 

ADD di Desa Kedungrejo dilakukan oleh bendahara desa dengan merekap setiap 

kegiatan. Bentuk dari laporan pertanggunjawaban yang dibuat disesuaikan 

berdasarkan format dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD dari kabupaten. 

Masalah yang muncul adalah kurangnya hasil evaluasi dan monitoring yang tidak 

dilakukan pengarsipan tersendiri oleh Pemerintah Desa Bimorejo.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, 

serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan sebuah prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga harus dapat 

menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik dalam melaksanakan pemerintahan 

desa dengan melakukan transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisien 

terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (Suparmoko, 2010). 

Menurut Nordiawan (2012:7-8), Tujuan pokok dari akuntansi 

pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik  adalah dalam 

pertangungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang 

dilakukan pemerintah adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, 

cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. 

Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi dalam proses 

manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan 

penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Selain itu juga diperlukan 

adanya pengawasan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan 

terkendali atas penggunaan keuangan publik.  

Mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam 

sebuah prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. Dalam sebuah proses demokrasi, peran ilmu akuntansi pemerintah 

khususnya dalam prinsip akuntabilitas publik menjadi salah satu hal yang sangat 

krusial karena menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi itu sendiri. 

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola 

keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan 
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seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya 

sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa 

(Sherly, 2014)  

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di 

bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih 

besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai 

mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.  

Dengan diterbitkannya Undang–Undang  No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi 

pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang–undang tentang 

Desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan 

masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan 

pemberdayaan masyarakat desa (Marwan, 2015) 

Pemerintah harus dapat mengeluarkan sebuah kebijakan dalam 

pembentukan  Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup signifikan bagi desa untuk 

menunjang program-program desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran 

sampai realisasi harus dapat melibatkan tokoh–tokoh masyarakat dan aparat 

Pemerintah Daerah. Kendala–kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik 

Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian 

terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa, hal ini 

disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari Pemerintah 

dan Masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana implementasi 

penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa dalam 

Pembangunan Desa. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

keuangan desa (Wida, 2015). 

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom  yang ada di 

Jawa Timur yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha 

mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih 

dan transparan. Pedoman alokasi dana desa tertera dalam Perbup No. 13 Tahun 

2015 dan Perda No. 2 Tahun 2007 menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan 
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dan pedoman teknis Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 

dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk Desa, yang bersumber 

dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi 

Khusus. Bagi hasil dari Pajak Daerah dan Bagi Hasil dari Retribusi tertentu yang 

diterima Kabupaten. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip 

keterbukaan/transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. 

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk 

menyelenggarakan otonomi desa. Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh 

setiap desa penerima Alokasi Dana Desa adalah memasukkan Alokasi Dana Desa 

tersebut kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi 

kebijakan dan konteks implementasinya. Namun didalam pelaksanaannya 

tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan 

terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program (Arifiyanto, 

2014). 

Mengoptimalkan potensi desa berdasarkan kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2015, kebijakan yang diambil dalam 

mendistribusikan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan asas merata dan adil. Alokasi 

Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD 

yang dialokasikan kepada Desa dengan besarannya sama setiap desa. Alokasi 

Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari 

Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan 

hasil perhitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan. Variabel–variabel yang 

ditetapkan sebagai berikut : 

1. Variabel potensi desa 

2. Variabel tingkat kemiskinan 

3. Variabel tingkat pendidikan 

4. Variabel tingkat kesehatan 

Setiap tahun pemerintah desa mendapatkan Alokasi Dana Desa yang 

ditetapkan berdasarkan jumlah Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi 

Dana Desa Proporsional (ADDP) menurut nilai bobot desa yang dihitung dari 
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variabel utama dan variabel pendukung. Alokasi Dana Desa Minimum dibagikan  

Dalam pelaksanaan secara merata sesuai yang telah ditentukan sebesar 80% dari 

jumlah keseluruhan Pagu Alokasi Dana Desa sebesar Rp 49.520.000.000,00. dan 

Alokasi Dana Desa Proporsional ditentukan sebesar 20% dari jumlah keseluruhan 

ADD sebesar Rp 12.380.000.000,00  sesuai dengan variabel-variabel yang telah 

ditentukan. Keseluruhan Alokasi Dana Desa dibagikan disetiap 23 kecamatan 

yang terdiri dari 189 desa yang ditetapkan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 

2015 sebesar Rp 61.900.000.000. Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten 

Banyuwangi dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 

188/273/KEP/429.011/2015 Tentang Penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana 

Desa Bagi setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun anggaran  2015 yang  

pelaksanaan sesuai  dengan asas merata dan adil yang dapat dilihat dalam Tabel 

1.1 berikut ini : 

 

Tabel 1.1 Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2015 

No Kecamatan Alokasi Dana Desa 

(Rp) 

1 Pesanggaran 1.769.427.000,00 

2 Siliragung 1.675.643.000,00 

3 Bangorejo 1.915.583.000,00 

4 Purwoharjo 2.543.863.000,00 

5 Tegaldlimo 2.962.618.000,00 

6 Muncar 3.074.488.000,00 

7 Cluring 2.829.185.000,00 

8 Gambiran 1.887.176.000,00 

9 Tegalsari 1.942.431.000,00 

10 Glenmore 2.386.677.000,00 

11 Kalibaru 1.677.970.000,00 

12 Genteng 1.582.407.000,00 

13 Srono 3.176.904.000,00 
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14 Rogojampi 5.755.152.000,00 

15 Kabat 5.314.368.000,00 

16 Singojuruh 3.515.772.000,00 

17 Sempu 2.210.202.000,00 

18 Songgon 3.125.345.000,00 

19 Glagah 2.652.506.000,00 

20 Licin 2.796.566.000,00 

21 Giri 644.556.000,00 

22 Kalipuro 1.654.589.000,00 

23 Wongsorejo 4.083.015.000,00 

 Jumlah 61.900.000.000,00 

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-

Pemdes) (data diolah, Maret 2016) 

 

Penelitian ini dilakukan di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo yang 

merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi. Desa Bimorejo  ini masih 

banyak membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan 

masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk melaksanakan proses 

pembangunan desa tersebut dimana pemerintah desa juga membutuhkan banyak 

biaya. Salah satu program pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang dapat 

menunjang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan  

memberikan dana berupa Alokasi Dana Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa dari 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk desa, diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian Alokasi Dana Desa di 

wilayah Kecamatan Wongsorejo dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini : 

 

Tabel 1.2 Pembagian  Alokasi  Dana Desa di Kecamatan Wongsorejo Tahun 2015 

NO DESA ADD Tiap Desa 

(Rp) 

Presentase 

1 Bangsring 355.233.000,00 8,70% 

2 Bengkak 336.664.000,00 8,24% 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6 

 

 

 

3 Alasbulu 380.164.000,00 9,31% 

4 Wongsorejo 352.857.000,00 8,64% 

5 Alasrejo 326.255.000,00 7,80% 

6 Sumberkencono 330.028.000,00 8,08% 

7 Sidowangi 332.255.000,00 8,14% 

8 Sidodadi 339.339.000,00 8,31% 

9 Bajulmati 313.139.000,00 7,67% 

10 Watukebo 375.059.000,00 9,18% 

11 Sumberanyar 322.527.000,00 7,90% 

12 Bimorejo 319.615.000,00 7,82% 

JUMLAH 4.083.015.000,00 100% 

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-

Pemdes) (data diolah, Maret 2016) 

 

Kecamatan Wongsorejo memiliki 12 desa diantaranya Desa Bimorejo 

yang merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa terkecil 

kedua setelah desa yang lainnya. Meskipun Desa Bimorejo menerima Alokasi 

Dana Desa yang cukup kecil tidak besar kemungkinan pihak pemerintah desa 

mengabaikan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa yang cukup signifikan. Oleh 

karena itu pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu visi dan misi 

Kabupaten Banyuwangi yang mementingkan kesejahteraan masyarakat desa 

melalui optimalisasi penggunaan  Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan arah 

kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ditemukan beberapa kendala–kendala 

yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa seperti penyusunan kegiatan Alokasi 

Dana Desa yang terkadang tanpa ada sebuah informasi kepada masyarakat dan 

minimnya kinerja sumber daya manusia dalam pengelolaan (APBDes) sehingga 

diperlukan evaluasi kegiatan setiap bulannya oleh beberapa tim pendamping 

Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tahap evaluasi dilakukan 

untuk menilai dan mengukur kinerja Pemerintah Desa apakah sudah sesuai 
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dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa baik kegiatan operasional Pemerintah Desa dan 

Pemberdayaan Pembangunan Desa bertujuan untuk menerapkan prinsip 

transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. 

 

I.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan  latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana implementasi  Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan 

Perbup No. 13 Tahun 2015 dalam  penatausahaan, pengelolaan, dan 

pelaporan Alokasi Dana Desa Bimorejo ? 

2. Bagaimana bentuk  pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana 

Desa di Desa Bimorejo? 

3. Hambatan apa saja dalam  pengelolaan  keuangan Desa Bimorejo 

sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan 

 penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 

dan Perbup Banyuwangi No. 13 Tahun 2015 penatausahaan, 

pengelolaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa Bimorejo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bimorejo. 

3. Untuk mengetahui hambatan dalam  pengelolaan keuangan desa sesuai 

dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi Pemerintah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

wawancara bagi pemerintah desa di Desa Bimorejo untuk lebih meningkatkan 

adanya Implementasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari 

tahap perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban dana Alokasi Dana Desa 

dengan meningkatkan kinerja Pemerintahan desa dalam mengawasi dan 

memberikan evaluasi untuk menghadapi kendala-kendala kedepannya. 

 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan  tambahan, 

informasi dan  pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai pengelolaan 

Alokasi Dana Desa yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pertanggungjawaban, pengawasan, dan terakhir evaluasi. 

 

3. Bagi Perangkat Desa Bimorejo 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman 

dalam perangkat desa Bimorejo  mengenai  pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk 

proses kemajuan pembangunan desa Bimorejo. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Implementasi 

 Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang 

dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain 

untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi merupakan salah satu 

tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang 

dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah 

dianggap sempurna.  Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai 

suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan 

penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan 

dengan kebijakan publik, maka kata implementasi dapat diartikan sebagai 

aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah 

ditetapkan dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai sebuah tujuan 

(Tahjan, 2008:24). 

 Analisis implementasi dari program menunjukkan penilaian “kapasitas 

kekuatan” para pelaku, kepentingan strategi mereka untuk mencapainya dan 

karakteristik yang terkait. Hal ini membantu penilaian potensi untuk pencapaian 

tujuan kebijakan dan program. Dalam pencapaian tujuan–tujuan tersebut pejabat 

menghadapi 2 (dua)  masalah lokal yang memunculkan interaksi lingkungan 

program dan administrasi program. Pertama, pejabat harus mengenali masalah 

tentang bagaimana mencapai kesesuaian dengan tujuan akhir yang ditetapkan 

dalam kebijakan. Sisi lain dari masalah pencapaian tujuan kebijakan dan program 

dalam lingkungan khusus adalah respon. Idealnya, institusi publik seperti 

birokrasi harus responsife terhadap kebutuhan mereka yang dimaksudkan sebagai 

sasaran tujuan agar bisa melayani secara tepat. Masalah kedua, adalah 

memastikan jumlah respon yang sesuai dalam memberikan fleksibilitas, dukungan 

dan timbal balik bersamaan dengan pengelolaan distribusi sumber daya untuk 

mencapai tujuan–tujuan yang telah ditetapkan  (Napitupilu, 2007:4). 
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 Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No. 47 tahun 2015 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur 

beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 47 tahun 

2015 disebutkan : 

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) 

Desa digunakan dengan ketentuan:  

a. Paling sedikit 70% dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk 

mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan 

Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa; dan  

b. Paling banyak 30% dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk:  

 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat  Desa;  

  2. Operasional Pemerintah Desa;  

  3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;  

  4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.  

2. Dalam perhitungan Belanja Desa pendapatan yang lainnya bersumber dari hasil 

pengelolaan tanah bengkok. 

3. Hasil Pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan 

kepada Desa dan  perangkat Desa yang bersumber selain penghasilan tetap dan 

tunjangan kepada Desa. 

4. Hasil pengelolaan tanah bengkok sudah diatur dalam peraturan bupati/walikota. 

 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Keuangan desa 

hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan 

masyarakat desa, dan membayar penghasilan maupun tunjangan insentif bagi 

perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa dan rukun tetangga/rukun warga. 

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai koordinator 

kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan masyarakat desa. 

Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia 

dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan 
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gotong  royong  masyarakat.  Selain itu, APBDesa juga dapat digunakan untuk 

pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. 

Pembangunan kawasan  perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar 

desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas 

pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan 

pembangunan partisipatif. Inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan 

perdesaan dapat dilakukan secara bottom-up dengan pengusulan Kepala Desa 

kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara top-down sebagai program 

Gubernur atau Bupati/Walikota (BPMPD, 2015). 

 Hal lain yang dapat didanai oleh APBDesa adalah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam 

melakukan  aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, 

kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta 

kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sesuai dengan pasal 127 ayat (2) PP No. 

47 tahun 2015 pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan:  

a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan 

desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa.  

b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara 

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber 

daya alam yang ada di desa.  

c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, 

dan nilai kearifan lokal.  

d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan 

warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.  

e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa.  

f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.  

g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang 

dilakukan melalui musyawarah desa.  

h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia 

masyarakat desa.  
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i. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan.  

j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat 

desa.  

 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, masyarakat dan 

pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendampingan secara berjenjang. 

Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 

kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader 

pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh 

camat di wilayah desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat 

dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 47 tahun 2015 dan 

Peraturan Menteri Desa No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Dalam 

melaksanakan kegiatan dengan menggunakan APBDesa, pemerintah desa juga 

dapat melakukan pengadaan barang dan jasa. Pengaturan terhadap proses 

pengadaan barang dan jasa di tingkat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku. 

Hingga laporan ini dibuat, pedoman Peraturan Perundangan yang dijadikan acuan 

adalah Peraturan Kepala LKPP No. 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. 

 

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD) 

 Berdasarkan kebijakan peraturan pemerintah yang sesuai dengan amanat 

Undang–Undang Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, guna 

mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi harus dapat mengalokasikan bantuan keuangan kepada Desa dalam 

bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Didalam Peraturan Bupati Kabupaten 

Banyuwangi  Nomor. 13 Tahun 2015 menjelaskan tentang mengenai tata cara 

penetapan  Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang 

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari Bagian 

Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus, 
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Bagi Hasil, dan Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi tertentu yang diterima 

Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Setiap tahun 

pemerintah desa mendapatkan ADD yang ditetapkan berdasarkan jumlah ADD 

Minimal dan ADD Proporsional menurut nilai bobot desa yang dihitung dari 

variabel utama dan variabel pendukung. Perhitungan besarnya ADD Minimal dan 

ADD Proporsional sebagaimana perhitungannnya adalah sebagai berikut : 

a. 80% (delapan puluh persen) dari pagu ADD yang digunakan untuk ADD 

Minimal yang dibagi secara merata kepada Desa. 

b. 20% (dua puluh persen) dari pagu ADD yang digunakan untuk ADD 

Proporsional yang dibagi kepada desa berdasarkan nilai bobot desa 

masing-masing. 

Menurut Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi untuk menghitung 

Alokasi Dana Desa secara merata dan adil adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan ADD 

  

 

 Keterangan : 

a. ADD  = Alokasi Dana Desa 

b. ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal 

c. ADDP  = Alokasi Dana Desa Proporsional 

 

2. Perhitungan besarnya ADD Minimal setiap desa ditentukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

ADDM  =  80% x Jumlah Pagu ADD 
Jumlah Desa se-Kabupaten 

ADD = ADDM + ADDP 
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3. Perhitungan  besarnya ADD  Proporsional setiap desa ditentukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut  

  

 

 

Perhitungan besarnya nilai bobot setiap desa ditentukan 

berdasarkan indikator sebagai berikut : 

1. 25% (dua puluh lima persen) untuk aparatur pemerintah desa 

2. 25% (dua puluh lima persen) untuk indikator jumlah penduduk 

desa 

3. 35% (tiga puluh lima persen) untuk indikator angka kemiskinan 

4. 15% (lima belas persen) untuk indikator luas wilayah desa 

 

3. Perhitungan Pagu ADD kabupaten/kota sebagai berikut : 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No 13 Tahun 2015 

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes wajib mengalokasikan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 

digunakan maksimal 60% (enam puluh persen). 

b. ADD yang berjumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% 

(lima puluh persen). 

c. ADD yang berjumlah Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai 

dengan Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 

40% (empat puluh persen). 

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta 

rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen). 

ADDP = 20% x Nilai Bobot Desa x Jumlah Pagu ADD 

 

Pagu ADD = 10% x (Dana Perimbangan – DAK) 
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2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa paling 

banyak 50% (lima puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi untuk biaya 

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk 

menunjang : 

a. Operasional penyelenggara Pemerintah Desa, yang digunakan untuk 

menunjang kegiatan–kegiatan Pemerintah Desa. 

b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa. 

3. Pembangunan 

ADD yang digunakan untuk pembangunan dan Pembinaan 

kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat desa paling sedikit 50% (lima 

puluh persen) dari total Alokasi Dana Desa setelah dikurangi untuk biaya 

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk : 

a. Perbaikan/Pembangunan sarana dan prasarana fisik desa atau fasilitas 

umum desa lainnya. 

b. Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap 

penting. 

c. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten. 

4. Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat. 

a. Kegiatan Pemeliharaan pembangunan sarana dan prasarana fisik desa. 

b. Kegiatan kelembagaan desa 

c. Kegiatan yang menunjang program-program Pemerintahan 
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2.2.1 Penatausahaan Keuangan Desa 

Berdasarkan  Permendagri No. 113 Tahun 2015 tentang keuangan desa 

bahwa pengelolaan penyelenggaraan keuangan desa akan secara optimal apabila 

penyelenggaraan urusan pemerintah desa diikuti dengan pemberian sumber-

sumber penerimaan yang cukup kepada Desa. Semua sumber keuangan desa yang 

melekat pada setiap urusan Pemerintah Desa yang dapat diserahkan kepada daerah 

menjadi sumber keuangan desa. 

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan 

oleh Bendahara desa. Penatausahaan merupakan sebuah proses yang harus 

dilakukan setiap kegiatan untuk mengetahui bagaimana alur atau proses kegiatan 

pencatatan. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank 

serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara. Didalam 

peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa terdapat penegasaan dalam 

bidang pengelolaan  uang seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri  No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 (satu) Ayat 12 (dua belas) bahwa dijelaskan 

Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan 

mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milih desa yang 

dipisahkan. Sementara itu menurut Pasal 3 (tiga) Ayat 2 (dua) bahwa Bendahara 

mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa 

dalam pelaksanaan APBDes. Dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  

(APBDes) terdiri atas : 

a. Pendapatan Desa  

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa 

dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada 

Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, 

Bendahara Desa akan mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas 

dana-dana yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit 

ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank. 

Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti 
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yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan 

pada Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga membukukan 

realisasi pendapatan ke dalam Buku Rincian Pendapatan. 

b. Belanja Desa 

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara 

Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa 

pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer 

langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam 

Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai). 

Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti 

yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. 

c. Pembiayaan Desa 

Seperti halnya pencatatan pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk 

membukukan Realiasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun 

pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan 

dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari 

realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke 

dalam Laporan Realisasi APB Desa. Pencatatan seluruh penerimaan 

pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar 

dan tertib. 

Penatausahaan oleh pelaksana kegiatan yang dilakukan berupa pencatatan 

dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan pencatatan kegiatan telah 

selesai. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari 

Bendahara Desa atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan. 

Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah 

dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja modal atas saldo yang 

masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dilakukan penyetoran 

kepada Bendahara Desa. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua 

penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan 

lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. Contoh bukti 

penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan adalah tanda terima 
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swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga/gotong royong. Oleh karena 

itu untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan sebagaimana Bendahara 

Desa melaksanakan fungsinya sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran atau 

pengurusan belanja langsung dan tidak langsung. Terdapat 2 (dua) komponen 

dalam penatausahaan keuangan desa, yaitu : 

1. Penatausahaan Penerimaan 

a. Penerimaan desa yang disetor ke rekening kas desa dianggap sah 

setelah Kepala Desa menerima nota kredit 

b. Penerimaan desa sebagaimana dimaksud diatas, yaitu dengan cara : 

1) Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga 

2) Disetor melalui Bank lain, badan, lembaga keuangan, dll. 

3) Disetor melalui bendahara desa oleh pihak ketiga 

c. Penerimaan melalui bendahara desa harus disetor ke rekening kas desa 

d. Tanda bukti pembayaran dari pihak ketiga harus dicetak dan disahkan 

oleh Kepala Desa 

e. Bendahara desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan 

desa terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan 

tersebut 

f. Penatausahaan seluruh penerimaan dan penyetoran dicatat 

menggunakan: 

1) Buku Anggaran Penerimaan 

2) Buku Kas Umum 

3) Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan 

g. Bendahara desa wajib melakukan penatausahaan harus terdapat tanda 

bukti, seperti : 

1) Surat Tanda Setoran 

2) Surat Tanda Bukti Pembayaran dan Pihak Ketiga, seperti : 

a. Kwitansi : merupakan bukti transaksi yang muncul akibat 

terjadinya penerimaan uang sebagai alat pembayaran suatu 

transaksi yang diterima oleh penerima uang. 
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b. Nota Kontan (Nota) : merupakan bukti pembelian atau 

penjualan barang yang dibayar secara tunai. 

3) Bukti penerimaan lainnya yang sah 

h. Bendahara desa  juga wajib mempertanggungjawabkan penerimaan 

uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan : 

1) Buku Kas Umum 

2) Buku Kas Pembantu Pajak 

3) Buku Bank 

 

2. Penatausahaan Pengeluaran 

a. Berdasarkan peraturan desa tentang APBDes atau peraturan desa 

tentang perubahan APBDes, bendahara desa mengajukan Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris 

Desa. Sebagaimana SPP terdiri dari: 

1) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) 

2) SPP Ganti Uang (SPP-GU) 

3) SPP Tambahan Uang (SPP-TU) 

4) SPP Langsung (SPP-LS) 

b. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara 

desa untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka 

pengisian uang persediaan. 

c. Dokumen SPP-UP terdiri dari : 

1) Surat pengantar SPP-UP 

2) Rincian Penggunaan SPP-UP 

3) Lampiran lain yang diperlukan 

d. Dokumen SPP-GU sebagaimana terdiri dari : 

1) Surat Pengantar SPP-GU 

2) Rincian SPP-GU 

3) Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara desa 

atau penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya. 
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e. Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dengan 

keputusan Kepala Desa 

f. Dokumen yang digunakan oleh bendahara desa dalam menatausahakan 

pengeluaran desa mencakup: 

1) Buku Anggaran Pengeluaran 

2) Buku Kas Umum 

3) Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran 

4) Register SPP-UP/GU/TU/LS 

g. Kepala desa meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah 

pembayaran yang diajukan oleh bendahara desa agar pengeluaran yang 

diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

h. Kepala desa memberikan uang persediaan/ganti uang 

persediaan/tambah uang persediaan kepada bendahara desa apabila 

dokumen surat perintah pembayaran dinyatakan lengkap. 

 

2.2.1.1.  Format Penatausahaan 

Dokumen Penatausahaan Bendahara Desa tidak menggunakan buku 

pembantu lain berupa Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Rincian 

Objek Belanja, karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku 

Pembantu Panjar secara sederhana telah digantikan dengan Buku 

Pembantu Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu 

Rincian Objek Belanja yang menggambarkan akumulasi realisasi belanja 

dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang juga didokumentasikan 

oleh Pelaksana Kegiatan. Buku Pembantu Kas Tunai tidak ada karena 

telah digantikan dengan Buku Kas Umum. 
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1. Buku Kas Umum 

Gambar 2.1  Format Buku Kas Umum  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2016 

 

Cara Pengisian : 

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas 

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas 

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas 

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran 

kas 

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas 

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas 

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas 

Kolom 9 diisi dengan saldo kas. 
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2. Buku Kas Pembantu Pajak 

Gambar 2.2 Format Buku Kas Pembantu Pajak 

 

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2016 

 

Cara Pengisian : 

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas 

pengeluaran 

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran 

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas 

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. 

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. 

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara. 

 

3. Buku Bank 

Gambar 2.3 Format Buku Bank 

 

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2016 
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Cara Pengisian : 

Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank. 

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. 

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. 

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. 

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. 

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.. 

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. 

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. 

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. 

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank. 

 

3. Penatausahaan oleh Pelaksana Kegiatan 

Penatausahaan yang dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan berupa pencatatan 

dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan dan Laporan Kegiatan ketika kegiatan 

telah selesai. Buku Kas Pembantu Kegiatan mencatat penerimaan yang 

diperoleh dari Bendahara Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang 

telah dirupiahkan. Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-

belanja yang telah dilakukan baik berupa belanja barang/jasa maupun belanja 

modal. Atas saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka 

dilakukan penyetoran kepada Bendahara Desa. Hal yang perlu menjadi catatan 

adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti 

yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga 

penerimaan. Contoh bukti penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana 

kegiatan adalah tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk 

tenaga/gotong royong. 
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Gambar 2.4 Format Buku Kas Pembantu Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2016 

 

Cara pengisian: 

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. 

2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 

4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 

5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 

6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. 

7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. 

8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. 

9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 

10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 

11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada 

bendahara. 

12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah. 

 

4. Laporan Bendahara Desa 

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap 

bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
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Sebelumnya, Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara 

tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian 

Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa. 

 

Gambar 2.5 Format Pernyataan Pertanggungjawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2016 

 

Cara pengisian: 

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok 

belanja desa. 

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam 

APBDesa 

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 

4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja 

5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 

6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja 

7. Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan 

 

2.2.2 Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan 

pengelolaan keuangan desa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.  Sesuai dengan Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Pasal 20 (dua puluh)  tentang 

Pengelolaan keuangan Desa tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diwujudkan tata kelola 

pemerintah desa yang sangat baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pedoman umum tata kelola cara 

pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang 

dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 untuk 

memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Dalam menjamin 

pelaksanaan Program Bantuan Alokasi Dana Desa agar Tepat sasaran dibentuk 

Tim Pengelola ADD secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten sampai 

dengan Desa sebagai berikut : 

1. Tim Fasilitas Kabupaten 

Tim Fasilitas Kabupaten merupakan tim perumus dan pengendali dari 

seluruh kegiatan pelaksanaan program bantuan ADD. 

2. Tim Pendamping Kecamatan 

Untuk memperlancar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 

tingkat kecamatan sebaiknya dibentuk Tim Pendamping Kecamatan 

yang diketuai oleh Camat dan dibantu oleh seseorang sekretaris dan 2 

orang anggota lainnya. 

3. Tim Pelaksana Desa 

Tim yang secara langsung mengelola dana ADD yang didalamnya 

tersusun anggota pelaksana ADD yaitu Kepala Desa sebagai 

penanggung jawab, sekretaris, bendahara, dan partisipasi anggota 

Badan Pengawas Desa (BPD), dan Tokoh Masyarakat. 

   

Penilaian terhadap nilai bobot desa ditentukan berdasarkan variabel dan 

indikator sebagai berikut : 

1. Variabel potensi desa yang terdiri dari luas wilayah desa, jumlah penduduk 

desa, jumlah dusun, jumlah RW, jumlah RT dalam satu desa, Jumlah APBDes 
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Tahun Anggaran sebelumnya, jumlah swadaya masyarakat, jumlah buku pajak 

bumi dan bangunan tahun pajak sebelumnya. 

2. Variabel tingkat kemiskinan yang terdiri dari jumlah keluarga miskin dan 

jumlah angka penduduk miskin. 

3. Variabel tingkat pendidikan dengan indikator angka buat huruf penduduk 

umur 10 sampai dengan 45 tahun, angka partisipasi sekolah dan angka putus 

sekolah. 

4. Variabel tingkat kesehatan dengan indikator dari Angka kematian bayi, angka 

kematian ibu melahirkan dan bayi dibawah timbangan normal. 

 

2.2.3 Pelaporan Alokasi Dana Desa 

Dalam  siklus keuangan desa  pelaporan dan pertanggungjawaban 

merupakan hal yang paling penting untuk menciptakan sebuah akuntabilitas 

pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kepala Desa merupakan penanggung jawab dari 

pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 47 tahun 2015 

pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala 

Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan 

semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota 

setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala 

Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui camat. 

Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa 

tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan 

pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan 

lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa, yaitu:  

a.  Format laporan  pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

tahun anggaran berkenaan.  
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b.  Format laporan kekayaan milik  desa  per 31 Desember tahun anggaran 

berkenaan.  

c.  Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk 

ke desa.  

Selain itu, Permendagri No 113 Tahun 2014 juga mengatur penatausahaan 

harian dan laporan pertanggungjawaban bulanan yang harus dilakukan oleh 

Bendahara Desa dalam membantu Kepala Desa. Bendahara Desa diwajibkan 

untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan 

tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang 

melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada 

Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah  No. 47 tahun 2015  dan  Permendagri 

No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat 

oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang 

diperoleh desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa 

untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan 

sumber dananya. Misalnya, penggunaan Alokasi Dana Desa maka dibuat laporan 

realisasi penggunaan ADD terpisah dengan penggunaan Dana Bantuan Provinsi 

atau Kabupaten/Kota yang perlu juga dibuat laporan realisasi penggunaannya. Hal 

ini tentu perlu diapresiasi karena akan memperingan beban administrasi perangkat 

desa, namun substansi pertanggungjawaban tetap terlaksana.  

Pelaporan dan pertanggungjawaban yang keluar dari Peraturan Bupati 

Banyuwangi Nomor. 13 Tahun 2015 Pasal 14 (empat belas) ayat 2 (dua) 

menjelaskan bahwa : 

1. Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut : 

a. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana 

ADD dibuat secara setiap enam bulan sekali paling lambat disampaikan 

kepada Bupati bulan Juli tahun anggaran berjalan. 

b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup 

perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi 

dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa 
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yang disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun 

anggaran berikutnya. 

2.2.4 Pengawasan Dan Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

Dalam UU desa meletakkan prinsip desa untuk penyelenggaraan 

pengawasan dan pemantauan pembangunan desa yang meliputi pengawasan oleh 

seluruh perangkat desa (downward accountability), pengawasan oleh lembaga 

desa dan pengawasan dari masyarakat (upward accountability). Terdapat beberapa 

mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut : 

(i) Pengawasan oleh seluruh perangkat desa yang berjenjang Pemerintah 

Kabupaten/Kota dan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 

PP No. 60 tahun 2014). Dalam operasionalnya, pengawasan oleh 

Pemerintah kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota. 

Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada camat 

dan juga Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah 

Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan 

unsur pengawasannya. Pengawasan dana desa disampaikan kepada 

Kementerian Keuangan, pengawasan pembangunan desa disampaikan 

kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan 

kepada Kementerian Dalam Negeri.  

(ii) Pengawasan seluruh perangkat desa lainnya adalah pengawasan dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah termasuk kedalam kategori Keuangan Negara karena sumbernya 

APBN dan APBD. Menurut PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah juga memberikan kewenangan bagi BPKP 

untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya yang 

berasal dari APBN maupun APBD. 
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(iii) Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan 

terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas 

pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang 

disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa). Seperti halnya 

fungsi DPR dan DPRD, BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap 

perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.  

(iv) Pengawasan oleh masyarakat yang dijamin haknya untuk memantau dan 

menanggapi laporan pertanggungjawaban Kepala Desa (pasal 82 UU 

Desa). Pengawasan masyarakat kepada perangkat desa dalam mengelola 

keuangan desa didukung dengan kewajiban bagi desa untuk memiliki 

Sistem Informasi Desa sebagai pelaksanaan ketentuan hak masyarakat 

untuk mendapatkan informasi (pasal 26, 55, 82 UU Desa).  

 

Selanjutnya UU Desa mengamanatkan pembentukan peraturan yang lebih 

terperinci mengenai tata cara pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan di tingkat Menteri termasuk menyangkut sanksi jika terjadi pelanggaran 

atau pelaksanaan yang tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa. 

Khusus pengelolaan Alokasi Dana Desa, dalam Peraturan Bupati Banyuwangi 

Nomor. 13 Tahun 2015 Pasal 20 (dua puluh) dijelaskan Alokasi Dana Desa yang 

telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran 

(SiLPA) yang tidak wajar, maka Bupati memberikan sanksi administrasi  kepada 

desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA. Kriteria yang 

digunakan adalah:  

1. Adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari APBDesa lebih dari 

30% di akhir tahun anggaran atau tidak melakukan kegiatan sesuai APBDes 

maka sanksi yang diterapkan adalah sanksi administratif berupa penundaan 

pencairan dana desa tahap berikutnya oleh Menteri Keuangan dan 

pengurangan dana desa tahun berikutnya.  

2. Jika Bupati/Walikota tidak segera meyalurkan dana desa ke rekening desa 

(lebih dari 15 hari) setelah desa memenuhi kewajibannya, Menteri Keuangan 
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dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi 

Hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota bersangkutan.  

 

2.3 Pembangunan Desa Dalam Prespektif Undang–Undang No 6 Tahun  

2014 Tentang Desa 

Berdasarkan  Undang-Undang Desa yang dilatarbelakangi pertimbangan 

bahwa peraturan tentang desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan kedudukan masyarakat, demokratis serta upaya pemerintah 

dalam mendorong kemajuan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, UU Desa 

sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak 

tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. 

UU Desa membawa misi utama bahwa Negara wajib melindungi dan 

memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga 

dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. 

Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan 

desa akan berdampak posistif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui 

penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan 

prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya 

alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Undang-Undang  Desa membawa 

perubahan pokok antara lain : 

a. Desa memiliki identitas yang mandiri sebagai self-governing community 

dalam tata pemerintahan di Indonesia dimana pemerintahan desa dipilih 

secara demokratis dan akuntabel oleh masyarakat. 

b. Desa menyelenggarakan pembangunanya secara partisipatif dimana desa 

menyusun perencanaan prioritas belanja dan melaksanakan anggaran 

secara mandiri termasuk mengelola asset untuk kesejahteraan masyarakat 

termasuk mendirikan BUMDesa. 

c. Desa memiliki wewenang untuk bekerjasama dengan desa lain untuk 

peningkatan pelayanan dan kegiatan ekonomi. 
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Undang-Undang Desa secara khusus meletakkan dasar bagi perubahan tata 

kelola desa yang dibangun di atas prinsip keseimbangan antara lembaga (check 

and balance), demokrasi perwakilan dan permusyawaratan serta proses 

pengambilan keputusan secara partisipatif melalui musyawarah desa sebagai 

forum pengambil keputusan tertinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan melibatkan 

partisipasi berbagai kelompok kepentingan di masyarakat, Kepala Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa 

sebagai forum pengambil keputusan tertinggi untuk menetapkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Tahunan Desa, 

pengelolaan asset dan BUMDesa serta keputusan–keputusan startegis lainnya. 

Dalam penyelanggaraan urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat  istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tamtama, 2014). 

Pemerintah Desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastaian hukum, 

tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, 

proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efesiensi, kearifan lokal, keberagaman, 

dan partisipatif. Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis 

memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau 

kelompoknya. Dengan politisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam 

menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan 

sebuah gapaian keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah 

(Marwan, 2015). 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam 

melaksanakan Pemerintah desa. Terdapat tugas pemerintah yang harus dilakukan 

oleh tiap desa. Tugas pemerintah desa sebagai berikut : 

1. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan 

bersama BPD 

2. Mengajukan Rencana Peraturan Desa 

3. Menetapkan Peraturan Desa 
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4. Mengajukan rencana APBDes 

5. Membina kehidupan masyarakat desa 

6. Membina perekonomian desa 

7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan Swadaya 

Masyarakat 

8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

9. Ketentraman dan ketertiban 

10. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes 

11. Pengembangan Pendapatan Desa dan Sebagainya. 

 

Dalam melaksanakan pemerintah desa, terdapat pembagian wewenang dari 

masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian desa. 

Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintah desa sangat diperlukan 

agar pemerintah desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-

Undang yang telah ditentukan. Berikut merupakan Bagan Struktur Pemerintah di 

tiap Desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi : 

 

Gambar 2.6  Struktur Pemerintah di tiap Desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Profil tiap Desa Kabupaten Banyuwangi 2016 

  

Kepala Desa BPD 

Sekdes 

Ur. Keu Ur. Kesra Ur. 
Umum 

Ur. Pembangunan Ur. Pemerintahan 

Kepala Dusun 
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 Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai 

wewenang 

a.   Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD 

b. Mengajukan  rancangan Peraturan Desa (Perdes) 

c.  Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan pertujuan bersama 

BPD 

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes 

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

e.  Membina kehidupan masyarakat Desa 

f.  Membina perekonomian Desa 

g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif 

h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan 

 

2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa 

dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan BPD 

berfungsi menetapak peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang : 

a.  Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa 

c.  Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa 

d. Membentuk Panitia Pemelihan Kepala Desa 

e.  Menggali, menampun, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat 

f.  Menyusun tata tertib BPD 
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3. Adapun Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut : 

a.  Merampungkan, mengolah, merumuskan, dan mengevaluasi data untuk 

kelancaran kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan 

Kemasyarakatan 

b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pelaporan 

c.  Pelaksanaan Administrasi Umum 

d. Pelaksanaan administrasi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan 

e.  Menyusun dan  mengkoordinasi program kerja pelaksanaan tugas sekretaris 

f.  Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat 

Desa 

g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta 

pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor 

h. Menyusun proses Rancangan Produk Hukum Desa ( Peraturan Desa, 

Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa) 

i.  Menyelanggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi Kesejahteraan 

kerja, Pengangkatan dan perbehentian Perangkat Desa 

j.  Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Anggaran pengelolaan Keuangan 

serta pertanggungjawaban pelaksananya 

k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat 

l.  Menyusun program tahunan Desa (RPJMDes – RKPDes) 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal 

Kepala Desa berhalangan 

 

4. Kaur Keuangan (Bendahara Desa) memiliki kewajiban untuk membantu 

Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, 

pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan 

penyusunan APBDes, selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya 

adalah : 
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a.  Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, menyebarkan dan 

mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan 

APBDes 

b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang 

menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban 

c.  Menerima, menyimpan, menatausahakanm dan membukukan uang/surat 

berharga dalam pengelolaannya 

d.  Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah 

e.  Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk 

dibayarkan 

f.  Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran 

yang dilakukannya 

g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara 

h. Mengelola rekening tempat penyimpanan dana 

i.  Menysuun program kerja pelaksana tugas dan perencanaan Desa 

j.  Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan 

perencanaan Desa 

k.  Menysuun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan 

laporan pelaksanaan program dan perencanaan 

l.  Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan 

tugas kerja bersama 

m.  Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

n. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa 

 

5. Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretaris  yang 

bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa Kepala Urusan 

Umum mempunyai tugas : 

a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan  

kehidupan masyarakat desa. 

b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum. 
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c. Memlihara dan melestarikan asset-asset pemerintah. 

d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan. 

e. Membina dan melayani administrasi kependudukan. 

f. Membina dan melayani perizinan. 

g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa. 

h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang 

berlaku di desa. 

i. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya 

desa. 

 

6. Kasi kesejahteraan rakyat ( Kesra ) Mempunyai tugas : 

a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang 

b. kesejahteraan rakyat. 

c. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga 

berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat. 

d. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, 

tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan 

dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana. 

e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan  

masyarakat ( raskin, BLSM, dsb ). 

f. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana. 

g. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, 

dan dana sosial lainnya. 

h. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran 

serta pengurusan jenazah / kematian. 

i. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya. 

j. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya. 

k. Membantu tugas–tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan 

pemerintah di atasnya ( pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya ). 

l. Menjalankan tugas lain yang diberiakan oleh kepada desa dan sekretaris 

desa. 
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7. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah Membantu Kepala Desa dalam tugas 

pelayanan, Perencanaan Dan Penyelenggaraan Program Desa. Tugas dan 

Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut 

a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan 

program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa 

b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan Desa 

c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan 

perencanaan Desa  

d. Menyusun dan  menyiapkan  bahan untuk analisis dan evaluasi 

penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan 

e. Mengumpulkan dan  menyiapkan  penyusunan  program  kerja 

pelaksanaan tugas kerjabersama 

f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

8. Sedangkan Tugas pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut 

a. Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 

pemerintahan desa 

b. Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 

Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil  

c. Menyusun Program dan menyiapkan bahan koordinasi 

pembinaanKegiatan Sosial poliutik ideologi Negara dan kesatuan Bangsa 

d. Menyusun Progran dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 

Administrasi Pemerintahan Desa 

e. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan 

Desa 

f. Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan 

kependudukan 

g. Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan 

kependudukan 
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h. Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan 

pembangunan kesatuan bangsa di Desa 

i. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial 

kemasyarakat dan adat istiadat 

j. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Dusun dan RT; 

Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan Peraturan Perundang 

undangan yang berlaku, Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa 

k. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa yang sehat dan dinamis. 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

9. Tugas pokok Kepala Dusun adalah 

a. Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan 

penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa. 

b. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang 

terkait dengan  penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan Desa; 

c. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan 

d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa 

e. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa 

f. Melaksanakan penataan rapat dan upacara 

g. Melaksanakan penataan arsip. 

h. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan Pemerintah Desa; 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

j. Menjalankan tugas lain yang diberiakan oleh kepada desa dan sekretaris 

desa 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

  Huri  (2015) dalam merupakan penelitian dengan menjunjung 

tinggi pelaporan yang bersifat akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan 

Alokasi Dana Desa dalam proses pembangunan desa dimana tahap 

perencanaan sudah melaksanakan prisip transparansi, responsive, dan 

partisipatif. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya juga melakukan 

keterbukaan informasi kegiatan operasional dan fisik secara responsive dalam 

Pengelolaan Pemerintah Desa. Berdasarkan analisa penelitian dalam adanya 

responsife pemerintah desa dalam memberikan tanggapan aspirasi 

masyarakat merupakan sebuah tanggungjawab pemerintah dalam 

melaksanakan kegiatan fisik pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga dapat 

memberikan kepercayaan yang lebih terhadap masyarakat karena pemerintah 

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 

Perbup No. 13 Tahun 2015 

Alokasi Dana Desa 

Penatausahaan 

ADD 

Pengeloaan   

ADD 

Pelaporan 

 ADD 

Perencanaan 

ADD 

Pelaksanaan  

ADD 

Pengawasan 

ADD 
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Desa memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk ikut serta pelaksanaan 

pengawasan dan evaluasi pengelolaan Dana ADD. 

 Aprilliani  (2014) penelitian ini melihat akuntabilitas  pengelolaan 

Alokasi Dana Desa yang dalam tahap perencanaan, pelaksanaa, dan 

pertanggungjawaban sudah memenuhi sesuai prosedur peraturan yang 

berlaku. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dikatakan sudah sesuai 

dengan petunjuk teknis dalam Peraturan  Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

dengan terselenggarannya pemerinatahn yang baik dapat mewujudkan 

demokratis dalam kedaulatan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pada tahap perencanaan dan petanggungjawaban di desa kedungrejo 

sesuai dengan prosedur, sehingga pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa 

kedungrejo telah sesuai dengan proporsi yang diharuskan dalam petunjuk 

teknis 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% untuk 

pemberdayaan masyarakat desa. 

 Rosalinda (2014) dalam penelitian ini sesuia dengan kebijakan yang 

diambil oleh pemerintah kabupaten jombang dalam mendistribusikan Alokasi 

Dana Desa dengan asas merata dan adil. Pembagian Alokasi Dana Desa dapat 

dengan rincian yaitu, sesuai asas merata yang besarnya merata setiap 

tahunnya yang disebut ADD Minimal sedangkan untuk asas adil adalah 

besaranya sesuai nilai bobot desa yang dihitung berdasarkan vaiabel tertentu 

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang biasanya disebut ADD 

Proporsional. Dalam penelitian ini tata kelola dalam Alokasi Dana desa 

belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum 

memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu 

perencanaan yang sempit dan kurang berjalan sesuai fungsi kelembagaan 

desa. 

 Chandra (2014) dalam pengelolaan Alokasi Dana desa dalam proses 

pemberdayaan masyarakat desa wonorejo kacamatan wonosari menunjukkan 

hasil bahwa sebagaian dari Alokasi Dana Desa untuk pembberdayaan 

masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD 

biaya operasional pemerintah desa sehingga penggunaan  Alokasi Dana Desa 
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tidak sesuai dengan peruntukanya. Dalam perencanaan ADD tingkat 

partisipatif masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi namun 

dalam proses penjaringan aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya 

pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat 

pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan 

pemberdayaan masyarakat. 
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2.6  Kerangka Pemecahan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  Kerangka Pemecahan Masalah

Mulai 

Start 

Permasalahan 

Pengumpulan Data 

Data Primer 

Wawancara Dokumen terkait 

Data Sekunder 

Analisa Data dan Pengujian 

Kabupaten Desa dengan 

menggunakan Tehnik Triangulasi 

dan Member check 

Hasil 

Kesimpulan 

Selesai 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif,  yaitu suatu penelitian yang bersifat 

objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan wawancara dan studi dokumentasi 

untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data,  penyusunan 

laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Proses penelitian 

kualitatif melibatkan  upaya-upaya dalam prosedur-prosedur pengumpulan data yang 

spesifik dari para partisipan. Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian 

yang disusun dalam  rangka memberikan gambaran secara sistematis dan induktif 

tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian 

deskriptif  berfokus terhadap makna individual dan penjelasan  sistematis tentang 

fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Seperti halnya penelitian kualitatif, 

siapapun terlibat dalam penelitian yang memiliki asumsi-asumsi untuk menguji teori 

secara induktif  (Creswell, 2007; 19). 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang 

menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai 

fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga 

tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap dan detail tentang kejadian  

dan fenomena yang terjadi pada objek sehingga memberikan gambaran secara utuh 

tentang fenomena yang terjadi. Analisisi data bersifat induktif/kualitatif, dan  hasil 

penelitian lebih menekankan akibat atau  hasil akhir. Sehingga disusun dan dijelaskan 

setelah itu dilakukan analisis (Creswell, 2007;22). 

 

3.2  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Raden Bronto No. 21 Desa Bimorejo 

Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Wongsorejo yang 

merupakan wilayah Kabupaten Banyuwangi yang berada paling utara, memiliki luas 
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464.80 Km2 dengan jumlah penduduk total 74.698 jiwa yang terdiri dari 12 desa dan 

31 dusun (Sumber : Kecamatan Wongsorejo, 2012). 

 

3.3 Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Data Primer 

 Merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

diteliti. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui 

narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang orang kita jadikan 

objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi 

ataupun data. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data primer yang diperoleh dari koresponden dengan cara 

observasi dan wawancara dengan beberapa pihak yang memang berkompeten dan 

memahami pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bimorejo Kecamatan 

Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data–data, tabel-tabel, 

diagram-diagram, atau mengenai topik penelitian. Sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. Data ini merupakan data yang berhubungan secara langsung dengan 

penelitian yang dilaksanakan dan bersumber dari Laporan Hasil Alokasi Dana Desa 

dan APBDes Tahun 2015 per 31 Desember dan data-data lain yang diperlukan dari 

Desa Bimorejo tersebut yang diperoleh dari pihak ketiga atau literature, dokumentasi, 

tulisan–tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh dari buku-buku 

referensi, Undang–Undang dan Media Elektronik. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut (Creswell, 2007) : 

1. Wawancara peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara 

berhadap-hadapan) dengan partisipan, wawancarai mereka dalam focus-group 

interview (interview dalam sekelompok tertentu ) yang terdiri dari beberapa 

partisipan kelompok. Wawancara seperti ini tentu saja melakukan pertanyaan-

pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang 

dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan. 

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan berbagai sumber 

yang ada diluar seperti dokumen publik dan dokumen privat. Dokumentasi 

diperlukan dalam  pengelolaan ADD Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan  Desa, UU No 6 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa, Perdes No 1 Tahun 2013 mengenai anggaran pendapatan dan belanja 

desa dan  pedoman–pedoman lain yang bersangkutan terhadap pengelolaan ADD 

di Kabupaten Banyuwangi. 

 

Beberapa prosedur-prosedur pendekatan pengumpulan data kualitatif 

(Creswell, 2007) sebagai berikut : 

a. Wawancara 

1. Melaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka, sambil 

melakukan pencatatatn hal-hal penting. 

2. Malaksanakan wawancara tidak terstruktur dan terbuka, sambil merekam 

dengan audiotape, lalu mentranskripnya. 

3. Melaksanakan wawancara semi-terstruktur, sambil merekamnya dengan 

audiotape dan mentranskripnya. 

4. Melakukan wawancara yang berberda berda seperti berhadapan secara 

langsung atau dengan beberapa kelompok. 

b. Dokumentasi 
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1. Mendokumentasikan buku harian selama penelitian 

2. Meminta buku harian dari partisipan selama penelitian. 

3. Mengumpulkan surat pribadi dari partisipan. 

4. Menganalisis dokumen publik (laporan penyusunan berkala pengelolaan 

ADD). 

5. Meminta foto partisipan. 

 

3.5  Unit Analisis  

Menurut Yin (2006) Desain penelitian yang dikategorikan sebagai studi kasus, 

ditentukan oleh unit analisisnya. Dalam penyusunan penelitian ini, unit analisis yang 

digunakan peneliti adalah Kantor Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten 

Banyuwangi sebagai penerapan implementasi penatausahaan, pengelolaan, dan 

pelaporan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 

dan Perbup No. 13 Tahun 2015. 

 

3.6 Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian merupakan penjelas dari kerangka pemikiran. Dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan penatausahaan, 

pengelolaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa Bimorejo sesuai dengan Permendagri 

No. 113 Tahun 2014 dan Perbup No. 13 Tahun 2015. Adapun prinsip-prinsip tersebut 

yaitu : 

a. Akuntabilitas 

Upaya pemerintah bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan untuk 

menciptakan upaya penilaian masyarakat. 

b. Transparansi 

Merupakan prinsip penting untuk pelaporan aktivitas kegiatan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa untuk menghindari kesalahpahaman informasi dan 

pertanggungjawaban berbagai pihak. 
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3.7 Batasan Penelitian 

Untuk memperjelas dan memfokuskan obyek yang akan diteliti, batasan 

penelitian dirumuskan pada hal-hal sebagai berikut : 

a. Obyek peneliti adalah Kantor Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten 

Banyuwangi 

b. Hanya melakukan penelitian penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Alokasi 

Dana Desa Bimorejo 

c. Hanya melakukan  penelitian  Pengelolaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa 

Bimorejo 

d. Melakukan  pengamatan hanya sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 

dan Perbup No. 13 Tahun 2015 

 

3.8 Informan Penelitian 

 Informan penelitian ini ada beberapa sumber informasi. Penentuan informan 

pertimbangannya adalah orang yang terlibat langsung dalam mengelola Alokasi Dana 

Desa yaitu tim pelaksana Desa Bimorejo, tim pendamping Kecamatan selaku pihak 

yang membina, mengawasi, dan memberikan evaluasi. Informasi selanjutnya adalah 

pihak perumus Alokasi Dana Desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang sesuai 

dengan masalah dalam penelitian. Selanjutnya pengumpulan informasi dilakukan 

secara intensif sehingga mendapatkan informasi valid dengan cara observasi dan 

wawancara. Informasi tersebut disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Sumber Data Kode Jumlah 

1 Kepala Desa KD 1 

2 Sekretaris Desa SD 1 

3 Bendahara Desa BD 1 

4 Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah BPM-PD 1 
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Desa 

 Jumlah  4 

Sumber : Data Penelitian, Januari Tahun 2015 

 

3.9 Instrumen Penelitian 

 Menurut Arikunto (2010 : 265), instrumen penelitian adalah alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Validitas dari hasil 

penelitian data ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. 

Untuk itu, instrumen memegang peranan penting dalam menentukan mutu suatu 

penelitian. Instrumen berfungsi untuk mengubah fakta–fakta yang terjadi di lapangan, 

menjadi data yang siap untuk diolah dan digunakan. Dalam  metode kualitatif, 

informan yang memegang peranan penting adalah peneliti, dengan alat bantu seperti 

perekam suara dan juga kamera untuk memudahkan informan dalam  memperoleh 

data secara akurat. Peneliti menjadi alat instrumen yang paling utama, karena dalam 

penelitian kualitatif, peneliti yang akan merumuskan, merencanakan, melaksanakan, 

mengolah, dan menganalisis menurut perspektive peneliti masing–masing 

 

3.10 Teknik Analisis Data  

 Dalam penelitian kualitatif, bagian analisis data terdiri dari beberapa 

komponen. Tetapi proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha dalam 

memaknai data yang berupa teks ataupun gambar. Untuk itu, peneliti mempersiapkan 

data tersebut untuk menganalisis melakukan analisis-analisis yang berbeda, 

memperdalam pemahaman data, menyajikan data, dan membuat interprestasi makna 

yang lebih luas akan data tersebut (Cresswell, 2007).  

 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan komentar 
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peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan dan lain-lain kemudian 

dikategorikan, dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010) 

1.  Beberapa prosedur analisis data adalah sebagai berikut : 

a. Tahap pengumpulan data melalui instrumen dari pengumpulan data. 

b. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrumen  pengumpulan data. 

c. Tahap pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap 

pertanyaan yang terdapat di dalam instrumen pengumpulan data. 

d. Tahap reduksi data, yaitu dengan cara memilah, memusatkan, dan 

menyederhanakan data. 

e. Tahap pengujian data, yaitu menguji validitas dan reabilitas instrumen 

pengumpulan data. 

f. Tahap penyajian data, dengan merangkai data menjadi suatu kesatuan agar 

dapat dirumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang di 

lapangan, serta mendapatkan hasil yang valid. 

 

Untuk memudahkan penyajian data, peneliti melakukan koding untuk data 

yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Pengkodean yang dilakukan 

selama penelitian pada Tabel 3.2 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Kode Data Penelitian 

No Kategori Kode 

1 Teknik Pengumpulan Data 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

 Observasi 

 

W 

D 

O 
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2 Sumber Data 

 Kepala Desa 

 Sekretaris Desa 

 Bendahara Desa 

 BPM-Pemdes 

 

KD 

SD 

BD 

BPM 

3 Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian ke satu – ke empat 

N 

N1-N4 

Sumber : Analisis Data Penelitian 2015 

 

3.11 Pengujian Keabsahan Data 

 Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data 

hasil dari penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, dalam penelitian 

ini menggunakan dua metode, yaitu : 

1.  Triangulasi 

 Menurut Sugiyono (2010 : 125) metode triangulasi adalah metode yang 

mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal itu dapat 

dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil 

wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya, membandingkan 

pendapat satu orang dengan orang yang lainnya, serta dengan penyelarasan antara 

data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya ada.  

2.  Member Check 

 Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti 

kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. 

Selain itu, tujuan  member check adalah agar responden dapat memberikan informasi 

baru lagi atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga 

hasil penelitian dapat lebih dipercaya (Usman, 2009 : 81).  
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 Pelaksanaan member check dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau 

setelah  mendapat suatu temuan berkaitan dengan permasalahan yang ingin 

dipecahkan. Dalam  proses member check, data yang diperoleh baik secara primer 

maupun sekunder akan disesuaikan dengan matriks pengelolaan ADD yang mengacu 

pada Peraturan Bupati No. 13 tahun 2015  tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa. 

 

 

Telaah Dokumen wawancara 

 

 

 

 

Observasi wawancara 

 

 

 

wawancara wawancara 

 

Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data diatas peneliti menggunakan tehnik wawancara 

secara mendalam dan dokumentasi sebagai sumber data yang sama secara serempak. 

Hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai berikut : 

1. Membandingkan sumber data melalui dokumentasi dengan data dan hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

Data/Dokumen 

Informan 1 
BPM-Pemdes 

Informan 2 
Kepala Desa 

Informan 3 
Sekretaris Desa 

Informan 4 
Bendahara Desa 

Informan 5 
Studi Lapangan 
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3. Survei lokasi mengenai sarana dan prasarana yang dibangun dengan Alokasi 

Dana Desa. 

4. Menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dibuktikan dengan 

dokumentasi
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BAB 5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di 

Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi  tahun 2015 dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bimorejo telah sesuai 

dengan prosedur yang dilakukan oleh Bendahara Desa dan ditetapkan proses 

pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan kegiatan yang sudah dilakukan pencatatan 

dan prosedur  penatausahaan yang telah diatur dalam  Permendagri No. 113 

Tahun 2014 hingga tercatat secara baik dan terperinci yang dituangkan dalam  

tiap laporan penyerapan Alokasi Dana Desa dan Laporan Realisasi APBDes yang 

telah diatur sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No 13 Tahun 

2015. 

2. Pengelolaan dalam Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 4 

(empat)  bagian, yaitu : 

a. Penghasilan  tetap kepala desa dan Perangkat Desa 30% untuk penghasilan 

tetap sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbup No. 

13 Tahun 2015  

b. Penyelanggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan Perbup No. 13 Tahun 2015 

paling banyak sebesar 50% dari ADD-SilTap 

c. Pembangunan sesuai dengan Perbup N0. 13 Tahun 2014 paling sedikit 50% 

dari ADD-SilTap digunakan untuk Papingisasi Jalan Lingk Mangaran  RT 

03/02 Dusun Aseman, Pembangunan Plengsengan Talud Penahan Badan 

Jalan H. Toyib Dusun Aseman, dan Bedah Rumah Sederhana 

d. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk lembaga 

kemasyarakatan dan pembinaan posyandu. 

3. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bimorejo 

Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi telah berlangsung baik dengan  
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melakukan  tiap dokumentasi setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang telah 

ditentukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Bentuk pelaporan 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bimorejo ada yang bersifat sistem seperti 

melaporkan di E-Village Budgeting namun ada juga yang secara manual seperti 

adanya Laporan penyerapan dan penggunaan ADD, Laporan semester pertama, 

Perdes APBDes penggunaan ADD. 

4. Hambatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 

2014  adalah adanya keterbatasan anggaran dana desa dan adanya kesenjangan 

pertanggungjawaban dan responsive antara partisipasi masyarakat dalan anggaran 

Desa. 

5.2 Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Desa Bimorejo terdapat 

beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Pengawasan untuk Tim Kabupaten hanya dari pelaporan sistem E-Village 

Budgeting  tidak secara langsung. 

2. Dalam  penelitian  ini terdapat juga keterbatasan  hasil evaluasi dan monitoring  

pada saat melakukan  pengawasan, pemerintah desa Bimorejo kecamatan 

wongsorejo tidak  melakukan  pengarsipan hasil evaluasi kegiatan 

3. Pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan semua check list semua bukti 

pembelian atau kwitansi setiap adanya pengadaan barang atau jasa, peneliti hanya 

melakukan sampling terhadap 1 (satu kegiatan) yang terdapat dalam buku kas 

pembantu kegiatan yaitu kwitansi pengadaan barang/jasa pada saat melakukan 

musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrembangdes) Desa 

Bimorejo. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, saran  yang  diajukan oleh 

peneliti yaitu : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten 
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Sebaiknya perlu  dilakukan  juga pengawasan secara langsung berkala oleh Tim 

Kabupaten  pada saat proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa Bimorejo. 

 

2.  Bagi Pemerintah Desa 

Diharapkan untuk Pemerintah Desa Bimorejo juga melakukan pengarsipan hasil 

Monitoring dan evaluasi disetiap kegiatan yang dilakukan di Desa Bimorejo. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat melakukan check list terhadap bukti-bukti pengadaan barang 

dan jasa tidak secara sampling melainkan secara keseluruhan  kegiatan 

penggunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Bimorejo. 
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LEMBAR WAWANCARA 

 

Narasumber    : Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintah Desa Kode : BPM-PD 

Nama     : Bapak Suhri 

Jabatan     : Bagian Pemerintah Desa 

Tanggal Pelaksanaan wawancara : 30 Maret 2016 

 

Pertanyaan Sumber Jawaban 

Bagaimana Tahap Penyaluran dan 

Pencairan ADD tahun 2015? 

 Perbup No. 13 Tahun 2015 

Alokasi Dana Desa dapat dilakukan pencairan/ penyaluran 

apabila pihak pemerintah desa sudah melakukan RAPBDes. 

Pencairan dilakukan secara 2 (dua) Tahap 

1. Tahap 60% 

2. Tahap 40% 

Transparansi pelaksanaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Tahun 2015? 

 

Subroto (2009) 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Transparansi 

dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilakukan akan 

setiap perencanaan kegiatan dapat teralisasi dengan baik. 

LAMPIRAN 1 
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Pengawasan dan Evaluasi 

Pengelolaan ADD di Desa Bimorejo 

Tahun 2015? 

 

Perbup No 13 Tahun 2015 

Pihak BPM-Pemdes melakukan pengawasan setidaknya 

minimal 2 kali dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa. 

Apakah Pengawasan dilakukan mulai 

dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban? 

 

Ya benar. Pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan 

hingga pelaporan 

Apakah terdapat Berita Acara saat 

melakukan Pengawasan dan Evaluasi 

saat proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban ? 

 

Ada, berita acara pada saat pengawasan dan evaluasi 

Pengelolaan Dana Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


96 

 

 

 

LEMBAR WAWANCARA 

 

Narasumber    : Pemerintah Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kode : KD 

Nama     : Bapak Maksum 

Jabatan     : Kepala Desa Bimorejo 

Tanggal Pelaksanaan wawancara : 31 Maret   2016 

Pertanyaan Sumber Jawaban 

Bagaimana Pendapat  Bapak tentang 

Pengelolaan ADD di Desa Bimorejo 

Tahun 2015? 

 

Perbup No. 13 Tahun 2015 

Alokasi Dana Desa merupakan program  utama dalam 

kabupaten banyuwangi untuk melakukan proses pembangunan 

desa 

Kendala-kendala apa yang dihadapi 

dalam pengelolaan ADD tahun 2015? 

 

Perbup No 13 Tahun 2015 

Kendala yang dihadapi karna kerjasama antar kaur desa karena 

terkadang adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah 

Apa yang Bapak  ketahui Mengenai 

Pengelolaan ADD? 

 

Ex kasus : 

terjadi perubahan sistem pengelolaan 

Perbup No 13 Tahun 2015 

Pengelolaan ADD lebih fokus dalam pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber daya alam di desa tersebut.  

 

Jika ada perubahan sistem dalam pengelolaan ADD tentunya 

kita sebagai pemerintah desa harus dapat mengelola atau 
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ADD? 

 

mengefisiensikan sistem tersebut agar terjadi pengelolaan 

ADD yang baik. 

Apa yang Bapak ketahui Mengenai 

Pelaporan ADD? 

 

Ex Kasus: 

Sulit melakukan pelaporan dana ADD 

secara transparan dan Akuntabel 

sesuai dengan Perbup No. 13 Tahun 

2015? 

 

Perbup No 13 Tahun 2015 

ADD dilaporkan secara berkala , semesteran dan laporan akhir 

tahunan 

 

Tidak akan terjadi kesulitan dalam pengelolaan ADD apabila 

proses pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur-prosedur yang 

sudah ada dalam peraturan desa dan peraturan bupati 

banyuwangi 

Dalam pengelolaan ADD selalu 

diawali dengan tahap awal yaitu 

Perencanaan. Apakah Dalam 

perencanaan pengelolaan ADD 

diadakan (Musrembangdes) 

a. Pasti 

b. Kadang-Kadang 

c. Tidak Pernah 

Rosalinda (2014) 

Secara pasti dilakukan musrembangdes. 

 

Dalam masyarakat desa bimo pendeekatan partisipatif sudah 

sangat baik disini karena warga desa bimorejo sangat antusias 

dalam proses perencanaan desa 
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Kasus : apakah Pendekatan 

partisipatif dalam perencanaan 

melalui mekanisme musrenbang 

masih menjadi retorika? 

Bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan 

Pengelolaan ADD? 

 

Kasus : Kualitas hasil Musrenbang 

Desa/Kecamatan seringkali rendah 

karena kurangnya Fasilitator 

Musrenbang yang berkualitas 

 

Tingkat pasrtisipatif masyarakat sangat baik. Jika dilihat dari 

daftar hadir musrembangdes kehadiran masyarakat desa 

secara teknis mencapai 65 orang 

 

 

Jika kualitas hasil musrembangdes rendah terjadi 

kemungkinan rendahnya juga kualitas pemerintah didesa 

tersebut. 

Transparansi pelaksanaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Tahun 2015? 

 

Subroto (2009) 

Transparansi pengelolaan selalu dilakukan didesa bimorejo 

Bagaimana ketepatan waktu dalam 

menyusun laporan akhir dan laporan 

kinerja pertanggungjawaban? 

Perbup No 13 Tahun 2015 

Sejauh ini ketepatan waktu penyusunan laporan sangat efektif  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


99 

 

 

 

 

Pengawasan dan Evaluasi 

Pengelolaan ADD di Desa Bimorejo 

Tahun 2015? 

 

Perbup No 13 Tahun 2015 

Pengawasan dilakukan oleh tim pemerintah desa, BPD, 

kecamatan , dan BPM-Pemdes 

Apakah Pengawasan dilakukan mulai 

dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban 

 

Ya benar 

Apakah terdapat Berita Acara saat 

melakukan Pengawasan dan Evaluasi 

saat proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban ? 

 

Ya ada berita acara saat melakukan pengawasan dan evaluasi 
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LEMBAR WAWANCARA 

 

Narasumber    : Pemerintah Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kode : SD 

Nama     : Bapak Rohmat, SH 

Jabatan     : Sekretaris Desa Bimorejo 

Tanggal Pelaksanaan wawancara : 4 April  2016 

Pertanyaan Sumber Jawaban 

Bagaimana Pendapat  Bapak/Ibu 

tentang Pengelolaan ADD di Desa 

Bimorejo Tahun 2015? 

 

Perbup No. 13 Tahun 2015 

Pengelolaan ADD sangat efektif didesa bimorejo 

Kendala-kendala apa yang dihadapi 

dalam pengelolaan ADD tahun 2015? 

 

Perbup No 13 Tahun 2015 

Kendala teknis dari perbedaan pendapat dalam kaur 

pemerintah desa 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui 

Mengenai Penatausahaan ADD? 

 

Ex kasus : 

Adanya perbedaan hasil kinerja 

Permendagri No. 113 

Tahun 2014 

Proses keseluruhan pencatatan kegiatan kegiatan alokasi dana 

desa 

 

Jika terdapat adanya hasil kinerja maka itu merupakan adanya 

keteledoran untuk  bagian pemerintah desa yang melakukan 
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pemerintah dengan hasil pencairan 

dan penyaluran ADD, sehingga 

terjadi pemborosan anggaran akibat 

ketidak efisiennnya kinerja 

pemerintah 

kegiatan diluar rencana penggunaan dana ADD 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui 

Mengenai Pengelolaan ADD? 

 

Ex kasus : 

terjadi perubahan sistem  pengelolaan 

ADD? 

 

 

ADD dikelola untuk kegiatan proses pembangunan desa 

 

Jika terjadi perubahan sistem pengelolaan itu berarti 

pemerintah banyuwangi mengingkan pengelolaan ADD lebih 

efisien 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui 

Mengenai Pelaporan ADD? 

 

Ex Kasus: 

Sulit melakukan pelaporan dana ADD 

secara transparan dan Akuntabel 

sesuai dengan Perbup No. 13 Tahun 

 

Pelaporan dilakukan oleh kaur keuangan dan dibantu oleh 

saya sendiri untuk proses pelaporan yang akuntabel 

 

Jika terjadi keuslitan pengelolaan itu berarti dalam proses 

kinerja SDM pemerintah desa kurang begitu mengerti 

pelaporan yang diatus dalam Perbup banyuwangi 
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2015? 

 

Dalam pengelolaan ADD selalu 

diawali dengan tahap awal yaitu 

Perencanaan. Apakah Dalam 

perencanaan pengelolaan ADD 

diadakan (Musrembangdes) 

d. Pasti 

e. Kadang-Kadang 

f. Tidak Pernah 

 

Kasus : apakah Pendekatan 

partisipatif dalam perencanaan 

melalui mekanisme musrenbang 

masih menjadi retorika? 

Rosalinda (2014) 

Ya selalu ada musrembangdes  

 

 

 

 

 

Tidak , mekanisme musrembangdes didesa bimorejo 

sudah berlangsung dengan baik dan dihadiri juga oleh 

kepala camat wongsorejo 

Bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat dalam proses perencanaan 

Pengelolaan ADD? 

Kasus : Kualitas hasil Musrenbang 

 

Masyarakat sangat berpartisipatif dalam proses 

perencanaan pembangunan desa 

 

Jika kualitas musrembangdes rendah itu berarti 
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Desa/Kecamatan seringkali rendah 

karena kurangnya Fasilitator 

Musrenbang yang berkualitas 

kersama atau musyawarah antar peringkat desa dan 

masyarakat kurang baik 

Bagaimana Tahap Penyaluran dan 

Pencairan ADD tahun 2015? 

 Perbup No. 13 Tahun 2015 

Tahap penyaluran sesuai perbup yaitu ada 2 (dua) tahap, 

tetapi dengan berjalannya waktu terkadang ada jenis nilai 

barang yang berubah sehingga ada ADD perubahan dalam 

desa bimorejo. 

 

ADD Tahun 2015 Digunakan untuk 

program apa saja di Desa Bimorejo ? 

Kasus : ketersediaan dana yang tidak 

tepat waktu? 

 

Rosalinda (2014) 

ADD pada tahun 2015 digunakan untuk penyelenggara 

pemerintah desa, pelaksana desa, pembinaan masyarakat 

seperti bedah rumah, papingisasi, dll dan pemberdayaan 

masyarakat seperti pembinaan posyandu 

Bagaimana partisipasi Masyarakat 

dalam Pengelolaan ADD Tahun 

2015? Bentuk partisipasi apa yang 

diberikan masyarakat? 

a. Kurang Partisipatif 

b. Cukup Partisipatif 

Subroto (2009) 

Dilihat dan ditinjau dari hasil musrembangdes dan kehadiran 

pada saat pelaksanaan musrembangdes, masyarakat sangat 

partisipatif 
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c. Sangat Partisipatif 

Kasus : bagaimana Jika respon 

masyarakat terhadap pembangunana 

desa bersikap negatif , apakah 

pemerintah tetap melakukan 

pembangunan atau melakukakan 

musrembangdes kembali? 

Jika respon masyarakat negative itu berarti pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan ADD dalam desa tersebut tidak sesuai  

rancangan yang ditujukan dalam perencanaan pembangunan 

desa 

Bagaimana Penatausahaan Keuangan 

Desa dalam Proses Pembangunan 

Desa? 

 

Permendagri No 113 

Tahun 2014 

Penatausahaan desa pada tahun 2015 untuk program 

perencanaan sudah menggunakan program E-VB tetapi untuk 

semua proses pelaksanaan hingga pelaporan masih 

menggunakan pelaporan desa  

Pengawasan dan Evaluasi 

Pengelolaan ADD di Desa Bimorejo 

Tahun 2015? 

 

Perbup No 13 Tahun 2015 

Untuk pengawasan dan evaluasi selalu ada sesuai berita acara 

yang dikeluarkan oleh kepala desa 

Apakah Pengawasan dilakukan mulai 

dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban? 

 

 

 Ya dilakukan dari proses kegiatan fizik 0% hingga 100% 
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Apakah terdapat Berita Acara saat 

melakukan Pengawasan dan Evaluasi 

saat proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban ? 

 

 

Ya ada berita acara pada saat pengawasan 

 

 

 

LEMBAR WAWANCARA 

 

Narasumber    : Pemerintah Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kode : BD 

Nama     : Bapak Sholehan 

Jabatan     : Bendahara Desa Bimorejo 

Tanggal Pelaksanaan wawancara : 4 April  2016 

Pertanyaan Sumber Jawaban 

Bagaimana Pendapat  Bapak tentang 

Pengelolaan ADD di Desa Bimorejo 

Tahun 2015? 

 

Perbup No. 13 Tahun 2015 

Pengelolaan ADD sangat baik didesa bimorejo 
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Kendala-kendala apa yang dihadapi 

dalam pengelolaan ADD tahun 2015? 

 

Perbup No 13 Tahun 2015 

Sebenarnya tidak ada kendala namun terkadang karna perbedaan 

pendapat setiap perangkat desa.. 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui 

Mengenai Penatausahaan ADD? 

Ex kasus : 

Adanya perbedaan hasil kinerja 

pemerintah dengan hasil pencairan 

dan penyaluran ADD, sehingga 

terjadi pemborosan anggaran akibat 

ketidak efisiennnya kinerja 

pemerintah 

Permendagri No. 113 

Tahun 2014 

Penatausahaan ADD pada tahun 2015 dilakukan perencanaan melalui 

program pemerintah banyuwangi yaitu hanya proses perencanaan 

menggunakan E-VB, dan selanjutnya untuk proses atau tahapan 

pelaksanaan sampai pelaporan  menggunakan sistem desa 

 

Kita sebagai perangkat desa berusaha sebaik mungkin melaksanakan 

kinerja pemerintah dalam pengelolaan dengan baik, jika ada tambahan 

nilai pengelolaan ADD maka kita laporkan dalam ADD Perubahan 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui 

Mengenai Pengelolaan ADD? 

Ex kasus : 

Apakah sudah sesuai  pengelolaan 

ADD dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan tahap pasca 

pelaksanaan  dengan penyaluran dan 

 

Pengelolaan ADD dilakukan untuk pemberdayaan desa dan pembinaan 

desa agar menjadi desa yang maju dan berkembang 

 

Sesuai atau tidaknya pengelolaan ADD dengan hasil akhir tergantung 

dari pelaporan, kita dapat membandingkan pengeloaan ADD tersebut 

dalam kegiatan awal pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan. 
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Pencairan ADD  

 

Apa yang Bapak/Ibu ketahui 

Mengenai Pelaporan ADD? 

Ex Kasus: 

Sulit melakukan pelaporan dana ADD 

secara transparan dan Akuntabel 

sesuai dengan Perbup No. 13 Tahun 

2015? 

 

Pelaporan adalah hal wajib dalam setiap pengelolaan ADD agar 

menjadikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap desa dapat 

bersifat akuntabilitas. 

 

Tidak ada kendala pengelolaan ADD selama terdapat bukti langsung 

dalam pengadaan barang/jasa  

Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan 

kegiatan Penatausahaan dalam 

pengelolaan keuangan desa sesuai 

dengan prosedur ? 

Kasus : jika terjadi perubahan sisitem 

pencatatan dalam pengelolaan ADD, 

Bagaiamana mengatasinya? 

 

Permendagri No. 113 

Tahun 2014 

Sudah tentunya. Penatausahaan dilakukan setiap prosesnya 

 

 

Jika terjadi perubahan sistem, kita tetap melakukan manual dan 

pencatatan sesuai program pemerintah saat ini sehingga jika tejadi 

kendala maka kita bias mengajukan laporan manual yang kita buat. 

Bagaimana Tahap Penyaluran dan 

Pencairan ADD tahun 2015? 
Perbup No. 13 Tahun 2015 

Tahap penyaluran ADD terdiri dari 2 tahap yaitu tahap I 60% dan 

Tahap 2 40% 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


108 

 

 

 

 

ADD Tahun 2015 Digunakan untuk 

program apa saja di Desa Bimorejo ? 

 

Kasus : ketersediaan dana yang tidak 

tepat waktu? 

 

 

 

Rosalinda (2014) 

ADD diguanakan untuk program penyelenggaraan pemerintah, 

pemberdayaan masyarakat  seperti pelaksanaan papingisasi, bedah 

rumah, dan pembinaan masyarakat seperti posyandu. 

 

Hamper tidak pernah adanya ketidak tepatan dana, sebagai pengelolaan 

yang baik kami mengusahakan dana cair sesuai tahapannya. 

Bagaimana Penatausahaan Keuangan 

Desa dalam Proses Pembangunan 

Desa? 

 

Permendagri No 113 

Tahun 2014 

Penatusahaan di Desa Bimorejo ini dikelola dengan baik seperti 

adanya laporan semesteran, laporan realisasi ADD, dan buku kas 

pembantu  

 

 

Transparansi pelaksanaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa Tahun 2015? 

Kasus :  

 

Subroto (2009) 

Tentunya dilakukan Transparansi agar pengelolaan ADD berjalan 

dengan baik 

Bagaimana Penyusunan Laporan Perbup No 13 Tahun 2015 Penyusunan untuk laporan berkalan menggunakan  laporan semesteran 
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Perkembangan berkala, buku besar 

bendahara, dan buku besar pembantu 

bulanan pada saat pencairan ADD 

tahun 2015? 

 

Kasus : bagaimana jika pada saat 

penyusunan perkembangan berkala, 

pencatatan buku besar bendahara, dan 

buku pembantu bulanan tidak sesuai 

dengan hasil penyaluran ADD? 

 

dan ada juga buku kas pembantu bulanan sesuai kegiatan yang 

dilaksanakan 

 

Jika saat penyusunan semua laporan tidak sesuai, itu berarti ada 

kegiatan yang tidak terlaksana atau kegiatan tersebut tidak berjalan 

sesuai perencanaan. 

Bagaimana ketepatan waktu dalam 

menyusun laporan akhir dan laporan 

kinerja pertanggungjawaban? 

 

 

Perbup No 13 Tahun 2015 

Penyusunan  laporan  sesuai dengan  pelaksanaan dan penyelesaian 

pengelolaan ADD 

Pengawasan dan Evaluasi 

Pengelolaan ADD di Desa Bimorejo 

Tahun 2015? 

Perbup No 13 Tahun 2015 

Pengawasan dan Evaluasi selalu dilakukan sesaut surat perintah dari 

kepala desa Bimorejo 
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Apakah Pengawasan dilakukan mulai 

dari proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban? 

 

 

Ya tentunya. 

Apakah terdapat Berita Acara saat 

melakukan Pengawasan dan Evaluasi 

saat proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban ? 

 

Ya. Ada Berita acara saat pengawasan dan evaluasi 
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LAMPIRAN 

BUKTI FOTO FISIK KEGIATAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 

1. Papingisasi  Jalan Lingkungan Mangaran RT 03/02 Dusun Aseman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Kondisi 50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Kondisi 100%) 
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2. Pembangunan Plengsengan / Talud Penahan Badan Jalan H. Thoyib Dusun 
Aseman Desa Bimorejo 
 

 

 

 

 

(Kondisi 0%) 

 

 

 

 

 

(Kondisi 50%) 

 

 

 

 

 

 

(Kondisi 100%) 
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3. Foto Kegiatan Pengadaan Musrembang Desa Bimorejo 
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